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ABSTRACT 

This study discusses a comparative study of children's rights after divorce according to Islamic 

law and Law No. 16 of 2019 concerning marriage (case study of decision No. 

456/Pdt.G/2024/PA.CN at the Cirebon Religious Court). The background to this study is that 

divorce is an inevitable social phenomenon in society. The impact of divorce is not only felt by 

the husband and wife, but also by the children born of the marriage. One of the main impacts is 

that children's rights are often neglected after divorce. These rights include custody (hadhanah), 

financial support, education, and affection from both parents. This study aims to analyze the 

regulation of children's rights after divorce in Islamic law and Indonesian positive law through 

a case study of decision Number 456/Pdt.G/2024/PA.CN. It evaluates the implementation of 

these regulations in the Cirebon Religious Court and examines the role of the Cirebon Religious 

Court in integrating the principles of Islamic law and positive law. The research method used 

is juridical-normative with a comparative law approach and document analysis. The results of 

this study are expected to contribute significantly to the development of legal science, 

particularly in the study of Islamic law and Indonesian positive law. By analyzing the 

application of children's rights after divorce in both legal systems, this study can enrich the 

literature on the protection of children's rights in the context of family and divorce. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum 

Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 

456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) Latar belakang penelitian ini Perceraian 

merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. 

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak 

yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang 

sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), 

nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum 

positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi 

implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan  Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan 
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Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan 

dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum 

positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua 

sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak 

anak dalam konteks keluarga dan perceraian. 

Kata Kunci: hak-hak anak, Hukum islam, UU Nomor 16 tahun 2019 

 

 

PENDAHULUAN 

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan 

masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga 

oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah 

hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi 

pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam 

perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak penuh untuk 

mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam kondisi 

perkawinan yang utuh maupun setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang 

menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) sebagai salah satu tujuan utama 

hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, menjaga hak-hak anak merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang 

dalam Islam. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak 

pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan nafkah. UU ini menekankan pentingnya 

perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menciptakan keadilan 

sosial. Dalam pasal-pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa hak pengasuhan anak yang 

belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas 

nafkah anak. Namun, implementasi dari ketentuan ini kerap menemui berbagai kendala di 

lapangan, baik karena ketidakpatuhan orang tua maupun lemahnya pengawasan dari aparat 

hukum. 

Hak anak setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam di 

Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, hak 

pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian diberikan kepada ibu hingga anak mencapai 

usia 12 tahun, kecuali jika ada alasan yang mengharuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik 



Rasjid, Achmad 

76 

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593 Vol. 10, No. 1, Juni 2025 
 

 

bagi anak. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal 

bersama salah satu orang tuanya. Selain itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah 

kepada anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuannya. 

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalisir dampak negatif 

dari perceraian terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam 

norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 

456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan  

Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip 

hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif 

dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis 

penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini 

dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan 

perceraian. 

Selain itu, studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memadukan berbagai sudut 

pandang, termasuk pandangan hukum Islam, undang-undang nasional, dan instrumen 

internasional seperti Konvensi Hak Anak. Dengan memanfaatkan literatur yang beragam, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan holistik mengenai efektivitas batas usia 

pernikahan dalam mencegah perkawinan anak. Studi ini juga menawarkan kontribusi baru 

dengan mengintegrasikan analisis multidisiplin, menjadikan hasil penelitian lebih relevan dan 

aplikatif untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. 

 

PEMBAHASAN 

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan 

masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga 

oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah 

hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi 

pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam 

perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak penuh untuk 
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mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam kondisi 

perkawinan yang utuh maupun setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang 

menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) sebagai salah satu tujuan utama 

hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, menjaga hak-hak anak merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang 

dalam Islam. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak 

pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan nafkah. UU ini menekankan pentingnya 

perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menciptakan keadilan 

sosial. Dalam pasal-pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa hak pengasuhan anak yang 

belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas 

nafkah anak. Namun, implementasi dari ketentuan ini kerap menemui berbagai kendala di 

lapangan, baik karena ketidakpatuhan orang tua maupun lemahnya pengawasan dari aparat 

hukum. 

Hak anak setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam di 

Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, hak 

pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian diberikan kepada ibu hingga anak mencapai 

usia 12 tahun, kecuali jika ada alasan yang mengharuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik 

bagi anak. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal 

bersama salah satu orang tuanya. Selain itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah 

kepada anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuannya. 

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalisir dampak negatif 

dari perceraian terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. 

Studi-studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum 

Islam dan hukum positif dengan praktik di lapangan terkait pemenuhan hak-hak anak pasca 

perceraian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Wahyuni (2020), pengabaian 

hak-hak anak sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain 

itu, penelitian tersebut juga menyoroti kurangnya peran lembaga pengadilan dalam memastikan 

bahwa putusan mengenai hak anak benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Masalah ini 

semakin kompleks ketika perceraian terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi 

lemah, di mana kedua orang tua sering kali tidak mampu secara finansial untuk memenuhi 

kebutuhan anak-anak mereka. 
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Sementara itu, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam 

memutus perkara perceraian memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak 

terlindungi. Dalam beberapa kasus, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi putusan, 

tetapi juga sebagai mediator untuk mendorong para pihak agar lebih bertanggung jawab 

terhadap anak-anak mereka. Namun, efektivitas peran ini masih menjadi perdebatan, terutama 

karena keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di luar pengadilan. 

Permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Cirebon menjadi salah satu kasus 

menarik untuk dikaji, mengingat tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Dalam banyak 

kasus, persoalan pemenuhan hak anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga 

menyentuh dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana hak 

pengasuhan anak diberikan kepada ibu, tetapi ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk 

memberikan nafkah. Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. 

Selain itu, terdapat pula kasus di mana kedua orang tua tidak sepakat mengenai hak 

pengasuhan, sehingga anak menjadi korban konflik berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya 

merugikan anak secara psikologis, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama 

Cirebon merumuskan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga berpihak kepada kepentingan 

terbaik bagi anak. 

Ketidaksesuaian antara norma hukum Islam, ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019, 

dan praktik lapangan terutama pada berkas putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN 

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan di Pengadilan Agama 

Cirebon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. 

Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif 

juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan. Kesadaran hukum masyarakat, 

kapasitas lembaga pengadilan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor penting 

yang harus diperhatikan. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai 

hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih efektif. 

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik perlindungan hak-

hak anak di Indonesia. Fokus pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai studi kasus diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pengadilan dalam melindungi anak-
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anak pasca perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi 

mereka 

 

KESIMPULAN 

Ketidaksesuaian antara norma hukum Islam, ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan 

praktik lapangan terutama pada berkas putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN menunjukkan 

adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan di Pengadilan Agama 

Cirebon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. 

Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif 

juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan. Kesadaran hukum masyarakat, 

kapasitas lembaga pengadilan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor penting 

yang harus diperhatikan. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai 

hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih efektif. 

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik perlindungan hak-

hak anak di Indonesia. Fokus pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai studi kasus diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pengadilan dalam melindungi anak-

anak pasca perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi 

mereka. 
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